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BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR % TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAIIAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 40 TAHUN 2016
TENTANG KEDIUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Menimbang :

Mengingal

KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

bahwa berdasarkan perlimbangan kemampuan keuangan
dacrah scria untuk clektivites dan efisiensi pelaksanaan
tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
Dasrah Kabupaten Buton, perhi menetapkan Peraturan
Bupati Buton tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati
Buton Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja
Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah Kabupaten
Buton;

Pasal 18 Ayat () Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 19539 tentang

Pemmbentukan Daerah-daerah Tingkat I di Sulawesi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indoresia Nomor
1822);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentangPerimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat
dar Pemertintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438.);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tabiun 2014 Nomwor 6 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomeor 5494 )



Menetapkan :

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negare Republik
Indonesia ‘I'ahun 2014 Nomeor 244, 'ambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) scbapaimana
tclah bcberapa kali diubah terakhir dengan Undang
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
atas lUndang-lindang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dserah [Lembaran Negarz Repukblik
Indenesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7.Peraturan Pemerirtah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114);

8.Peraturan Presiden Nomor 7 ‘Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Ncgara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor &);

9. Pcraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 Tahun
2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Kabupaten Buton Sebagai
Daerah Otonom (Lembaran Daerah Kabupaten Buton
Tahun 2016 Nomor 112);

10.Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 6 Tahun
2016 tcntang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabuparen Butor;

MEMUTUSKAN:

PERUBAHAN ATAS PFERATURAN BUPATI BUTON NOMOR <40
TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEARSIPAN
DAN PERPUSTAKAAN DAERAH KABUPATEN BUTON.

Paszal |

Bekbarapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 40
Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas
dan [ungsi, Scrta Tata Kerja Dinas Kearsipan dan
Perpristakaan Daerah ( Berita Daerah Kabupaten Butcn Tahun
2016 Nomor 132) , diubah sebagai berikut:

|. Ketentuan dalam Pasal 3, ayat (4), ayal (3) , ayal (0) dan
Lampiran ayat (7) diubah, sehirgga berbunyi sebagai
berikut:

Fasal 3

(1) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daeralh adaah
Dinas Daerah Tipe B.

(2) Dinas Kearsipan  dan Perpustakaan  Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :



(3)

(1

(7)

Kepala Dinas;

Sekretanat;

Bidang Pembinaan dan Pengawasan Kearsipan;
Bidang Pengelolaan Arsip;

Bidang Perpustakaan;

UPTD: dan

Kelompok Jabatan Fungsional.

@ oo R0op

Sckretariat sebagaimana dimaksud pada pada Ayat (2]
Huruf b terdiri atas :

a. Subbagian perencanaan, Keuangan dan Evapor,

b. Subbagian Kepegawalan,Umum dan Perlengkapan

Bidang Pembinaan dan  Pengawas Kearsipan

sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) Humaf ¢ rerdini

atag @

a. Seksi Pembinaan Perangkat Daerah, Perusahaan
dan ORMAS/ORPOL;

b. Seksi Pengawasan Kearsipan

Bidang Pengelolaan Arsip sebagaimana dimaksud pada

Axat (2) Humaf d terdiri atas -

a. Seksi Akuisisi, Preservasi dan Pengelolaan Arsip

b. Seksi Layanan dan Pemanfaatan Arsip

Bidang Perpustakaan sebagaimana dimaksud pada Ayat

(2) Huruf e terdiri atas :

a. Seksi Pergembangan Kboleksi Perpustakaan cdan
Pembudayaan Kegemaran Membaca;

b. Seksi Layanan Ahli Media dan  Otomasi
Pzrpustakaan

Strulttur Organisasi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan

Daerah tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini

2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi
sebagai berilkut :

FPasal 11

Kepala Seksi Pembinaan Perangkat Daerah, Perusahaan,
ORMAS dan ORPOL sebagaimana dimaksud, mempunyai

tugas :

A

Menyiapkan bhahan perumusan dan pelaksanaan
kebijakan Pembimaan Perangkat Daerah,
Perusahaan, ORMAS dan ORPOL

b. Melaksanakan sosialisasi dan penyuluhan kearsipan

pada perangkat daerah dan lembaga kearsipan
daerah, ORMAS/ORPOL;



4

Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria
Pembinaan kearsipan Perangkat Daerah,
Perusahaan, ORMAS dan ORPOL

Melaksanakan bimbingan teknis dan supervise
Pembinaan kearsipan Perangkat Daerah,
Perusahaan, OURMAS dan ORPOL

Melaksanakan pemantauan, analisis dan evaluasi
kearsipan Perangka: Daerah, Perusahaan, ORMAS
dan ORPOL

Melaporkan pelaksanaan kebijakan di bidang
Pembinaan Perangkat Daerah, Perusshaan, ORMAS
dan ORPOL

Ketentuan Pasal 12 dihapus, sehingga Pasal 12 berbunyi

schagai berigut :

Pasal 12
Dihapus

Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai

berilouat :

Pasal 15

Kepala Seksi Akuisisi, Preservasi dan pengelolaan Arsip
mempunyai tugas :

.,

b.

Melaksanakan sebagian tugas pengelolaan arsip dalam
menyiapkan daftar arsip ektil dan arsip in aktif;

Melakukan pengaturan arsip fisik aktif;

Melaksanakan pengolzhan informasi dan pemindahan
arsip inaktil di lingkungan pemerintah daerah;

Mclaksanakan monitoring, penilaian dan verifikasi
terhadap fisik dan daftar arsip;

Meleksanakan prerawalai, perbaikan dan
pcnyclamatan arsip statis akibat bencana; dan

Melakukan pengujian autensitas arsip statis.

5. Ketentuan Pasal 16 di hapus, sehingga Pasal 16 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 16
dihapus



6. Ketentuan Pasal 19 diubah, sehingga Pasal 19 berbunyi
sebagai berikut :

Pasal 19

Kepala Seks1 Pengembangan Koleksi perpustakaan dan
pembudayaan kegemaran membaca mempunyai tagas :

a. Mengembangkan koleksi perpustakaan deerah;

b. Mengadakan bahan perpustakaan daerah;

c. Melaksanakan konservasi dengan melakukan
pelestarian fisik dan perawatan perpustakaan
termasu< naskah kuno;

d. Merestorasi dan membuat sarana penvimoanan

bahan perpustakaan;

e. Melakukan koordinasi pengembangan
perpustsleaan;
f. Mensosialisasikan scrta mcngevaluasi

pengembangan sarana perpustakaan;
Melakukan pendataan tenaga perpustakaan,
h. Melaksanakan bimbingan teknis serta evaluasi

pembinaan tenaga perpustakaan.

4

7. Ketentuan Pasal 21 di hapus, sehingga Pasal 21 berbunyi
schagai berikut :

Pasal 21
Drthapus



Pasal 1T

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundanegan
Peraturan Bupati ini dengan p»enempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal, '8 Desember 2016

PEJLBAT } 7 nRhFJ Plt. BUPATI BUTON,

Aasre ) - {
i

im:qg ~||:c:wu:»q,pef,i 5 m/
leamAE .Ht’ﬂﬁj " ‘ EFFENDI IMUDDIN

leatae preARmst A |




Pasal [l

Peraturar. Bupati ini mulai berlaku pada tangoal diundangkan.

Agar sctiap orang mcengetahuinys, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupali 1m dengan penempatannya dalam Bernta Daerah
Kabupaten Buton.

Ditetapkan di Pasarwajo

pada tanggal b Xo Desember 2016
Flt. BUPATI BUTON,
Cap/TTD

f EFFENDI KALIMUDDIN

Dhundangkafl [di Pasarwajo
pada tanggalll| 20 DexemiEer 2016

Flt. SEKRETARIS DAERAH KABUFATEN,

KASIM, SH
Fembira Utama Muda, IV/c
Nip. 19580101 198203 1 012

RERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TAHUN 2016 NOMOR ..)84
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